Menimbang
Mengingat
PARAF HIERARKIS
WAKIL BUPATI .
SEKDA
ASISTEN | ~
ASISTEN Il ./
ASISTEN Il
KEPALA BADAN :

KABID

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

:a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 perihal pelaksanaan pembayaran
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100 % pada tahun
berkenaan pemerintah daerah dapat melakukan tahapan
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam
Perda Perubahan APBD, pembayaran atas kewajiban pihak ketiga
dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan;

berdasarkan Surat DPRD Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom/52.a/VI/2023, Perihal
Rekomendasi Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
Bolango tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3942);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



Memperhatikan :
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja



Menetapkan :

Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang
ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

S. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanan Belanja yang Melampaui
Anggaran;

6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 59
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1«

Pendapatan

a. Semula Rp 914.142.631.301,00
b. Bertambah /(Berkurang) Rp 484.160.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 914.626.791.301,00
Belanja

a. Semula Rp 912.892.631.301,00
b. Bertambah /(Berkurang) Rp 84.807.448.918,24
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 997.700.080.219,24
Surplus/(Devisit) setelah perubahan Rp (84.323.288.918,24)
Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp -

2) Bertambah /(Berkurang) Rp 84.323.288.918,24
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 84.323.288.918,24
b. Pengeluaran

1) Semula Rp 1.250.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 1.250.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 84.323.288.918,24
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp -



Pasal 2
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K

Bolango.
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KABID

Diundangkan
pada tanggal
SEKRETARIS

T.

di Suwawa

Pasal 4

& Juni 2023

DAERAH KABUPAT

TSHAK NTOMA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR

ONE BOLANGO,

paten Bone

P

1.6

memerintahkan pengundangan

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF
Kepada Yth : Bupati Bone Bolango :
Dari . Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor 1 000.4.3.2 /SETOA/BR /10 /N a /i /2023
Tanggal : 7 Juni 2023
Perihal : Permohonan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor

59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

|.  Dasar 2 4,

Il.  Pertimbangan

o

\/th

e.

(

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023;

. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun
2023,

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 Bab VI (D) pint h. pada kondisi tertentu, pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah
dengan diberitahukan kepada DPRD;

. Bahwa berdasarkan Telaah dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Perumahan Rakyat tertanggal 17 Mei 2023 perihal
pergeseran anggaran Pembangunan Jalan Ruas Tulabolo Pinogu;

Memperhatikan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Tulabolo
pinogu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023
akan dilaksanakan secara swakelola oleh pihak Kecamatan dan
Desa;

. Bahwa berdasarkan surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-
/52.a/V1/2023 tertanggal 06 Juni 2023 tentang
ergeseran Anggaran yang direkomendasikan oleh DPRD
Kabupaten Bone Bolango TA. 2023 terdapat penambahan pada
Keca Pinogu sebesar Rp. 700.000.000,00. Sumber
endanaan tersebut berasal dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum,
nataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kab. Bone Bolango, untuk
dinas perikanan bertambah sebesar Rp. 10.000.000,00., Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sebesar Rp.
200.000.000,00., Dinas Kelautan Perikanan sebesar Rp.
10.000.00,00., Dinas sosial PPKBP3A sebesar Rp. 10.000.000,00
serta Kecamatan Bulawa sebesar Rp. 25.000.000,00., total
penambahan tersebut bersumber dari Anggaran Sekretariat DPRD;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hufuf a, b, ¢ dan d diatas perlu kiranya menetapkan Peraturan
Bfipati Bone Bolango tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
tiBone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran
n¢@arén Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



Ill. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada
Bapak Bupati Bone Bolango kiranya ~mempertimbangkan
persetujuan permohonan penetapan Peraturan Bupati tentang
Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

¥SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
NIP. 19641106 199103 1 005




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

~1. Prof.DR.Ing.B.J. Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2023 Suwawa, Juni 2023
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA :
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN

KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 59
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

: 1 (Satu ) Berkas
: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone

Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JER awaL MDUIL/AH PAKAYA. SH
NIP. 19730606/200604 1 031




